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ABSTRAK

Nama : Fadhilah Ramadhini
NIM +02011281621171

Dampak Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura Terkait Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Pulau Batam Bintan dan Karimun dalam Perspektif Hukum Internasional

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari perjanjian kerjasama ekonomi
antara Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam,
Bintan, dan Karimun dalam ruang lingkup dan perspektif hukum internasional yaitu pada
bidang Perjanjian Internasional yang penulis jabarkan menjadi karakteristik dari perjanjian
tersebut dan kemudian perubahan status atau kedudukan dari wilayah di Pulau Batam,
Bintan, dan Karimun (BBK) sejak sebelum dan sesudah perjanjian bilateral maupun
perjanjian multilateral. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif
kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis-historikal dan menggunakan teknik
mengumpulkan data melalui studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan
bahwa Perjanjian ini berdasarkan hukum internasional adalah salah satu bentuk perjanjian
bilateral dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam perjanjian kerjasama Indonesia dan
Singapura ini berpengaruh terhadap perubahan status dan kedudukan dari wilayah Batam,
Bintan dan Karimun sehingga dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kerjasama
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ABSTRACT

Name : Fadhilah Ramadhini
NIM :02011281621171

The Impact of Agreement in Cooperation Between Indonesia-Singapore Related
to the Special Economic Zone (SEZ) in Batam Bintan and Karimun Island in the
Perspective of International Law

This research was conducted to know the impact of agreement between Indonesia-
Singapore related to the Special Economic Zone (SEZ) in the Islands of Batam,
Bintan and Karimun (BBK) in the scopes and perspectives of International Law in the
field of International Treaties. It also to know about the changes of the status in those
islands since before and after the existence of a bilateral or multilateral agreements.
The research methods that are being used are normative-qualitative with a
descriptive-analytical and historical approach, with techniques of collecting data
through library research. An agreement is also the rationale used by the author to
determine the effect of international cooperation agreements on a region. The
conclusion that can be drawn in this research are to explain that this interntional
agreement is a type of bilateral agreement in the economic field and then this
agreement changes the status of BBK islands into a Special Economic Zone (SEZ).

Keywords : Intenational Agreement, Special Economic Zone, Cooperation

Palembang, June 2020
Autorized by,
Main Supervisor Co Supervisor
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional, selain dari Tahta
Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang perorangan
(individu), dan Pemberontak dan pihak dalam sengketa.! Untuk keberlangsungannya,
suatu negara saling berhubungan dengan negara lain terutama negara-negara yang
secara regional berdekatan. Dalam prakteknya hubungan tersebut diwujudkan dalam
bentuk kerjasama-kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan,
sosial, budaya dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara Indonesia
dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pemberlakuan Free
Trade Zone (FTZ) di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

Perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Singapura disepakati pada
tanggal 25 Juni 2006. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menko Perekonomian
Boediono (Indonesia) dan Menteri Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang
(Singapura) dalam bentuk Frame Work Agreement (FWA). Perjanjian ini bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun

dengan menarik investor asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas

! Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung:
PT.Alumni, 2003, him.95.



produksi dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.? Pada tahun 2005, Singapura
adalah mitra dagang terbesar ketiga di Indonesia, sementara Indonesia adalah mitra
dagang terbesar kelima di Singapura. Perdagangan dua arah mencapai S$ 54,2 miliar,
meningkat 11,5% dari tahun 2004. Singapura adalah investor utama di Indonesia pada
tahun 2005, dengan investasi sebesar US$ 3,9 miliar.® Perjanjian dalam bentuk Frame
Work Agreement (FWA) ini bertujuan untuk merevitalisasi kepercayaan investor dan
minat investor di Batam dan Bintan dalam menghadapi persaingan ekonomi yang
semakin ketat. Agar berhasil mengembangkan Batam dan Bintan sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Perjanjian Kerangka Kerja menjabarkan 7 (tujuh) bidang
utama di mana kedua negara akan bekerja sama untuk memastikan bisnis, peraturan,
dan kondisi tenaga kerja di Batam dan Bintan menguntungkan untuk investor. 7 (tujuh)
bidang utama dalam kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura
secara garis besar mencakup:*
1. Investasi

Indonesia dengan Singapura bekerja sama dalam mempromosikan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi ke dalam Indonesia.

2 Ministry of Trade and Industry, Singapore Government, “Indonesia and Singapore to Make
Batam and Bintan Competitive Again”, http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-
html?filename=20060625998.htm, diakses pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 15.57 WIB.

% 1bid.

4 Ibid.



http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=20060625998.htm
http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=20060625998.htm

Pembiayaan dan Perbankan

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengambil langkah-langkah untuk
secara aktif memfasilitasi ketersediaan akses ke layanan modal dan perbankan.
Pajak

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengadopsi langkah-langkah untuk
memastikan kejelasan dan transparansi dalam prosedur administrasi pajak.

Bea dan Cukai

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam penyederhanaan prosedur dan proses
dokumentasi untuk mencapai efesiensi arus barang antara kedua negara,
khususnya arus barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK).

Imigrasi

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengadopsi langkah-langkah untuk
memfasilitasi arus pelaku bisnis, spesialis, dan wisatawan antara Singapura dan
Indonesia, termasuk kemudahan dalam visa.

. Tenaga Kerja

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengimplementasikan peraturan
yang tepat dan berlaku untuk orang yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK), sehingga dapat mencapai dan mempertahankan sumber daya manusia yang

kompetitif secara internasional dan hubungan industri yang harmonis.



7. Pengembangan Kemampuan
Indonesia dan Singapura bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan
kemampuan melalui inisiatif seperti pelatihan tenaga kerja industri dan
administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pada prosesnya Pulau Batam dimulai dengan adanya Free Trade Zone (FTZ)
dengan dibuatnya Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 yang menjadikan Pulau
Batam sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi guna
menunjuang eksplorasi minyak dan gas bumi lepas pantai. Selanjutnya pada tahun
1974-1982, terjadi perluasan wilayah meliputi pulau Janda Berhias, Ngenang, Tanjung
Sauh, Moi-Moi, hingga Pulau Kasem yang berada di bawah pengelolaan Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau atau Batam Industrial Development Authority
(BIDA). Pada tahun 2007, Batam berubah menjadi Free Trade Zone dan Pelabuhan
Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 sebagai hasil dari
mempertimbangkan pentingnya pengembangan wilayah regional guna mendorong
lalu-lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi negara
dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal
dari dalam dan luar negeri. Untuk penetapan Bintan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2007, sedangkan untuk Karimun diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2007.° Tetapi kemudian pada tahun 2009 penetapan Batam, Bintan

® Dhita Adelian Atmanegara, “Kerjasama Indonesia-Singapura dalam Penetapan Free Trade
Zone (FTZ) di Pulau Batam” (Skripsi), Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan,
Bandung, 2016, him.1-2.



dan Karimun sebagai Free Trade Zone (FTZ) dicabut dan diubah menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) dengan diundangkannya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertian dari Kawasan Ekonomi
Khusus sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 2009 adalah kawasan
dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas

tertentu.

Keberadaan perjanjian antara Indonesia dengan Singapura dalam hal kerjasama
ekonomi dan dengan dibentuknya Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus yang diubah menjadi Free Trade Zone dikembalikan menjadi
menjadi Kawasan Ekonomi Khusus menjadikan hal ini menarik terutama terkait alasan
diubahnya status kawasan tersebut. Selain itu apa pengaruh dan kedudukan perjanjian
tersebut mengingat saat ini sudah adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN
dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta kerjasama multilateral

lainnya.

Maka dari itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, penulis
tertarik untuk menjadikan bahasan ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi
dengan judul “DAMPAK PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA-
SINGAPURA TERKAIT KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI PULAU
BATAM, BINTAN DAN KARIMUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

INTERNASIONAL”



B. RUMUSAN MASALAH
Berlatarbelakang pada uraian singkat diatas, maka timbul permasalahan yang
penulis anggap patut untuk dibahas di dalam karya ilmiah ini, antara lain :

1. Bagaimana pengklasifikasian perjanjian kerjasama Indonesia-Singapura terkait
Kawasan Ekonomoi Khusus (KEK) Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai
salah satu bentuk Perjanjian Internasional?

2. Bagaimana dampak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura

terhadap perubahan status kedudukan Pulau Batam, Bintan dan Karimun?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengklasifikasian jenis perjanjian kerjasama Indonesia-Singapura
terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Batam, Bintan dan Karimun
sebagai salah satu bentuk Perjanjian Internasional.

2. Mengetahui sejarah awal dan latar belakang kerjasama Indonesia-Singapura serta
dampak perjanjian tersebut terhadap perubahan status kedudukan di wilayah Pulau

Batam, Bintan dan Karimun.



D. MANFAAT PENELITIAN
Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu
hukum internasional khususnya di bidang perjanjian internasional dan
karakteristik macam-macam perjanjian internasional.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber
informasi dan bahan referensi bagi pemerintah, akademisi, para pemerhati masalah
perjanjian kerjasama pada umumnya dan pihak-pihak terkait dalam perumusan
perjanjian internasional khususnya perjanjian kerjasama antara Indonesia-
Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus, menambah wawasan penulis dalam
menghadapi persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat
khususnya mengenai hukum internasional, serta memberikan manfaat bagi dosen,
teman-teman mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengenal
dan memahami aturan-aturan mengenai perjanjian kerjasama antar negara ditinjau

dari hukum internasional.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam suatu penelitian landasan teori mutlak di perlukan. Landasan teori

diperlukan dalam hal ini karena dapat menjelaskan hubungan antar-variabel yang



dibentangkan dalam penelitian itu. Didalam menganalisa suatu masalah internasional,
sebuah teori sangat di perlukan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh
penulis melalui sudut pandang tertentu, selain itu teori juga berperang sebagai
penghubung antara opini pemikiran dan sudut pandang penulis. Sehingga penulis
menggunakan teori kedaulatan negara, teori kepentingan nasional, dan asas pacta sunt

sevanda.

1. Teori Kedaulatan Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang terpenting dibanding
dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi
Montevideo pada 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara
menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus
memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan
yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.® Sehingga
kedaulatan negara didalam perkembangannya tidak akan luput dari pandangan
tradisional yang absolut dan tidak dapat dibagi-bagi, dan sampai saat ini masih
melekat dengan negara-negara di dunia. Untuk memahami lebih mendalam
tentang hal ini, penulis akan mengemukakan beberapa gagasan tentang kedaulatan

negara, sebagai berikut:’

6 Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama, 2006,
him. 105.

" Lesza Leonardo Lombok, “Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan
Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan”, Pandecta, VVolume 9, Nomor
1, Januari 2014, Hal.4. Dalam https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article.



a. Jean Bodin, Kedaulatan Yang “The Absolute and Perpetual ”

Pada masa pencerahan tahun 1577, terdapat terminologi kedaulatan
yang mulai diperkenalkan ke dalam ilmu politik oleh Jean Bodin dalam
bukunya “Les Six Livres De La Republique”, dan dewasa ini didiskusikan para
ahli sebagai standar kedaulatan yang paling nyata, komprehensif, dan menjadi
tolak ukur perkembangan dari konsep kedaulatan yang akan datang, misalnya
oleh Matthew S. Weinert yang dikenal sebagai “Hierarchial Sovereignty ”, dan
kemudian oleh Raia Prokhovnik dengan “Ruler Sovereignty .

Kedaulatan yang dikemukakan Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi
yang dipakai guna menentukan hukum dalam suatu negara, sifatnya tunggal,
asli, tidak dapat dibagi-bagi, absolut, abadi dan mendapatkan legitimasinya
secara terus-menerus. Kedaulatan hanya sebatas tunduk pada perintah Tuhan
dan Hukum Alam, tidak dibatasi oleh konstitusi dari manapun juga, berada di
atas hukum positif, karena sebuah kesepakatan hanya bisa disetujui oleh pihak-
pihak yang berdaulat apabila Tuhan ataupun alam menghendakinya. Kemudian
konsep kedaulatan dari Jean Bodin ini menggambarkan kekuasaan raja dalam
lingkup kerajaan, dan kekuasaan masyarakat dalam lingkungan demokrasi.®

Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri

khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang

& 1bid.
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dinamakan negara.® la juga menyatakan bahwa kedaulatan tersebut
mengandung satu — satunya kekuasaan sebagai: 1°

1) Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain;

2) Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat

membatasi kekuasaannya;

3) Bersifat abadi atau immortal,

4) Tidak dapat dibagi — bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja;

5) Tidak dapat dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

b. Jean Jacques Rousseau, Kedaulatan Yang “Inalienable”, “Indivisible ”, dan

“Infallible”

Perbandingan mengenai konsep kedaulatan dalam teori kontrak sosial
juga terdapat pada pandangan dari Jean Jacques Rousseau lewat bukunya “Du
Contract Social ” pada tahun 1762 , yang berbicara tentang kedaulatan dan
hak-hak yang didapatkan darinya. Menurut Rousseau kedaulatan dianggap
sebagai keinginan bersama yang berarti sebuah kekuatan yang tidak bisa
dibatalkan atau dicabut karena sebuah keinginan tidak bisa dipindah-
pindahkan berdasarkan pandangan bahwa keinginan tersebut merupakan
kehendak bersama, yang selanjutnya diilustrasikan dengan kata “moi
commun”, yang selnajunya Rousseau mengganggap hal tersebut sebagai dasar

penguat dari kedaulatan itu, karena sebuah badan yang dibangun berdasarkan

® Fred isjwara, Pengantar IImu Politik, Bandung: Binacipta, 1996, him. 108.
10 Muchtar Affandi, llmu — ilmu Negara , Bandung: Alumni, 1971, him. 160.
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keinginan bersama tidak akan mungkin menghancurkan dirinya sendiri.
Memiliki sifat yang tetap indivisible dan infallible serta dianggap selalu benar
namun dibatasi dan ditentukan oleh tujuan bersama yang implementasikan
melalui hukum.

Pandangan Rousseau ini memiliki kesesuaian dengan perkembangan
konsep kedaulatan yang sudah ada seperti konsep dari Immanuel Kant, John
Locke, Montesquieu, John Austin dan lain-lain. Yang selanjutnya menurut
Rousseau hukum adalah keputusan yang berasal dari keinginan bersama
dengan didasarkan oleh tujuan yang sama pula. Namun meskipun demikian,
keinginan bersama tersebut selalu menuju pada kebaikan semata, walaupun hal
tersebut tidak akan selalu benar, sehingga memunculkan kebutuhan adanya
pembuat peraturan yang tidak memiliki otoritas, yang hanya merupakan
penyusun dan pengusul, dan hasil usulannya diterapkan oleh masyarakat lewat
keinginan bersama.

Kristalisasi konsep kedaulatan ini menelurkan konsep-konsep yang
cukup radikal dan revolusioner, yaitu perkembangan dengan gagasan
individualistik yang mengedepankan kedaulatan yang absolut, dimiliki secara
terus-menerus, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat
diprotes karena memiliki kebenaran yang hakiki, yang dibungkus dengan
konsep keinginan bersama dan diikat dengan sebuah kepribadian. Konsep ini

kemudian mendapat banyak tentangan pada masa selanjutnya.
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c. John Austin, “Law Consist of Commands of the Sovereign”

Gambaran konsep “kontrak” yang dimaksudkan Pufendorf dengan
mencari hubungan diantara hukum dan kedaulatan yang salah satunya
dikemukakan oleh John Austin dengan teorinya yang disebut “law consists of
commands of the sovereign who enforces them through sanctions”, John
Austin  menjelaskan hubungan antara kedaulatan dan hukum dengan
pandangannya yang mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah-
perintah suatu pihak yang berdaulat melalui sanksi-sanksi, meskipun yang
pada perkembangannya diartikan dan dijelaskan kembali oleh H.L.A.Hart
melalui bukunya “The Concept of Law ” yang menyebutkan hukum itu bukan
hanya semata-mata berupa kekuasaan untuk kepentingan otoritas hukum yang
tertinggi, tetapi berdasarkan aturan yang diterapkan lewat otoritas. Hart tidak
sependapat dengan Austin yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada
kekuasaan yang memfasilitasi keinginan individu tertentu yang tidak
terkontrol, hanya dengan menggunakan prosedur tertentu pada kondisi
tertentu, yang melahirkan hak serta kewajiban dalam wadah hukum yang
memaksa.

Walaupun demikian, pandangan John Austin yang beranggapan bahwa
hukum berasal dari perintah entitas yang berdaulat, maka hal tersebut pada
perjalanannya melahirkan suatu konsep mengenai kedaulatan. Kedaulatan
yang di maksud adalah kewenangan sebuah individu atau kelompok yang

memberikan perintah kepada anggota sebuah masyarakat dengan sifat dasar



13

patuh, dan individu atau kelompok tersebut tidak memiliki kewajiban untuk
patuh pada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Austin mengartikan “sovereign”
dengan “the person or group whose commands the members of a society are
in the habit of obeying, without itself owing obedience to any higher
authority.”

Meskipun pengertian kedaulatan dapat dirangkum dari pendapat John
Austin, tetapi ketepatan arti terhadap sebuah kedaulatan masih perlu kaji dan
di ekplor lebih dalam lagi karena sifat dari masyarakat yang tidak semuanya
memiliki kepatuhan yang sama dalam tatanan kehidupan. Konsep kedaulatan
yang mengemuka yang terdapat dalam pendapat ini adalah kekuasaan tertinggi
atas entitas masyarakat serta ditentukan oleh hukum.

Persoalan terhadap teori dari John Austin adalah konsep yang
dikemukakannya memiliki kedekatan dengan kekuasaan dimana elemen
otoritas pada akhirnya masih memiliki kekurangan dan dianggap sebagai
sebuah kelemahan karena kewajiban, yang seharusnya muncul dari adanya
perintah dari pihak yang berdaulat karena merupakan fondasi dari sebuah
otoritas dan memerlukan adanya sebuah pemenuhan, namun hal tersebut
diabaikan. Namun teori ini tetap digunakan pada pandangan konvensional dari
hukum dan memperkuat posisi konsep kedaulatan bukan hanya di tataran
“municipal law” tapi juga dalam Hukum Internasional. Yang selanjutnya

perkembangan konsep yang ditawarkan oleh Austin dipakai sebagai salah satu
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teori oleh “Congress of Vienna” yang kemudian dikenal dengan “Concert of

Europe ”.

Selain itu penulis juga akan mengemukakan penjelasan bahwa suatu negara
dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai
sebuah kedaulatan, kedaulatan ialah kekusaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu
negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal
saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai
konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:!!

a. Aspek Ekstern Kedaulatan
Kedaulatam adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan
hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tampa
tekanan atau pengawasan dari Negara lain. Kemudian kemampuan Negara-
negara dalam melakukan hubungan internasional. Sisi eksternal dari kedaulatan
negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara
untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau
hubungan internasional. Kemampuan dan kewenangan tersebut antara lain
berupa peran serta dalam perundingan, konfrensi internasional,
penandatanganan perjanjian internasional dalam berbagai bidang, terlibat

dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya.

11 Nkambo Mugerwa, Subjects of International Law, Edited by max Sorensen, Mac Millan,
New York, 1968, him. 253.
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b. Aspek Intern Kedaulatan
Kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk
menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya
tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta
tindakan-tindakan untuk mematuhi.

c. Aspek Teritorial Kedaulatan
Kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara

atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.*?

Suatu negara dianggap merdeka saat negara tersebut memiliki kedaulatan,
begitupun sebaliknya. Kemerdekaan disini diartikan bebasnya intervensi negara
lain terhadap suatu negara karena adanya kedaulatan tiap negara yang tidak dapat
diganggu gugat lainnya, negara bebas menentukan kebijakan dalam negeri
maupun dalam negeri tanpa campur tangan kekuasaan asing. ** Dalam paham ini
jika dihubungkan dengan kasus perjanjian kerjasama antara Indonesia dan
Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam, Bintan dan
Karimun maka dalam perjanjian tersebut dibuat oleh dua negara yang berdaulat,

yang berdasarkan aspek ekstern kedaulatan menyebutkan negara berdaulat bebas

2 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global. Bandung: Alumni. 2005. him. 24.

13, Elisa Putri Ayuningtyas, "Konflik Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia",
https://www.academia.edu/6729159/MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_KONFLIK BLOK
AMBALAT ANTARA_INDONESIA_DAN_MALAYSIA, diakses pada tanggal 1 Sept 2019, pukul
18.00 WIB.
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melakukan kerjasama dan hubungan internasional. Kemampuan dan kewenangan
ini salah satunya membuat perjanjian sebagai salah satu bentuk kerjasama antar

negara.

2. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin
dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal yang
dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama
diantara semua negara adalah keamanan dan kesejahteraan. Kedua hal pokok ini
yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional
diidentikkan dengan dengan ““tujuan nasional”.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (national interest) adalah
keberlangsungan hidup, perlindungan terhadap identitas fisik, identitas politik, dan
identitas budaya terhadap gangguan dari negara atau bangsa lain.}* Kepentingan
Nasional juga merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan
politik internasional yang realis. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa
diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan
Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan,
yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest), yang dianggapnya sebagai

sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Menurut

14 Hans J.Morgenthau, “Another ‘Great Debate’: The National Interest of the United States”,
The American Political Science Review, Vol. SLVI, Desember 1952, him.972. Dalam Ken Kiyono,
http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf, diakses
pada tanggal 30 Agustus 2019, Pukul 15.51 WIB.



http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf
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Morgenthau, “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk
melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan
negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan
spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.*®

Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional.”
Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan
regional. Bagi teoritisi ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh
keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada
ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul
memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak
akan efektif dalam jangka panjang.Kepentingan nasional sering dijadikan tolok
ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-
masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.
Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan
kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa
yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional”.1®

Komponen dari kepentingan nasional secara umum diklasifikasikan

Morgenthau menjadi 2 jenis, yaitu:!’

15 H.J. Morgenthau, In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American
Foreign Policy, New York: University Press of America, 1951.

16 T Rudy, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin,
Bandung: Refika Aditama, 2002, him.116.

7 Dalam Dinesh, http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-
meaning-components-andmethods/48487. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 15.58 WIB.



http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-andmethods/48487
http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-andmethods/48487
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a. Komponen Penting atau Vital
Komponen kepentingan nasional yang dijamin oleh kebijakan luar negeri
untuk keberlangsungan hidup atau identitas, meliputi identitas fisik, identitas
politik dan indentitas budaya. Identitas fisik meliputi wilayah, identitas politik
meliputi politikus dan sistem ekonomi, sedangakan identitas budaya mewakili
nilai-nilai historis yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sebagai bagian dari
warisan budayanya.
b. Komponen Variabel atau Non-Vital
Bagian dari kepentingan nasional yang ditentukan oleh keadaan atau oleh
kebutuhan untuk menjamin komponen vital. Ini ditentukan oleh sejumlah
faktor, mulai dari pengambil keputusan, opini publik, partai politik, bagian
atau kelompok kepentingan serta politik dan moral masyarakat.
3. Teori Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum.
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda
merupakan asas dimana setiap pihak harus menghormati suatu perjanjian yang
telah dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka
tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat.
Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dengan hukum gereja. Di dalam
hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada
kesepakan kedua belah pihak dan dikuatka dengan sumpah. Ini mengandung

makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan
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perbuatan yang sakral yang dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam
perkembangan pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak
perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus
pactum sudah cukup dengan sepakat saja.®

Di Indonesia, asas pacta sunt servanda disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata, yang berbunyi:*°

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”.
Begitu juga dalam sistem hukum internasional, perjanjian internasional juga
merupakan sumber hukum bagi negara-negara yang terlibat. Ini tertuang dalam
pasal 38 Mahkamah Internasional Permanen dan pasal 38 ayat 1 Mahkamah
Internasional.

Perjanjian Internasional yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat atau
dibentuk oleh dan diantara anggota masyarakat internasional sebagai subjek
hukum internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Seperti
halnya suatu teori internasional yang dikenal dengan teori Pacta Sunt Servanda

yang menyatakan bahwa “Based on principle of pacta sunt servanda, once an

agreement is ratified, there will be no more room to say that do not confrom to

18 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta:
2010, him. 10.
19 Lihat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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astates interest” (Berdasarkan prinsip pacta sunt servanda, sekali sebuah
perjanjian diratifikasi maka tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa negara-
negara tidak tunduk terhadapnya).?’ Teori ini menerangkan bahwa suatu perjanjian
atau konvensi yang telah dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang yang
harus dipatuhi bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Internasional yang dibuat antara negara diatur dalam Vienna
Conventation on the Law of Treaties (Konvensi Wina) 1969. Konvensi ini berlaku
(entry into force) pada 27 januari 1980. Dalam Konvensi ini diatur mengenai
bagaimana prosedur perjanjian internasional sejak tahap negosiasi hingga
diratifikasi menjadi hukum nasional.?* Banyak istilah yang digunakan untuk
perjanjian internasional diantaranya adalah traktat (treaty), pacta (pact), konvensi
(convention), piagam (statute), charter, declaration, protokol (Protocol),
arrangement, accord, modus vivendi, convenant, dan lain-lain. Istilah-istilah

tersebut memiliki arti yang tidak jauh dari Perjanjian Internasional.

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum

normatif melalui studi pustaka. Bahan-bahan pustaka diperolah di perpustakaan

20 Sukanda Husin, Compliance and Dispute Settlement under the Transboundary Atmoshperic
Pollution Regimes, Jurnal International Law UNPAD, Vol.3, No. 1, 2004, him 30.

21 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
him.195.
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Universitas Sriwijaya dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian
ini.
Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Adapun pada
penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (statute approach),
pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis aturan-aturan serta sumber-sumber
hukum internasional lain yang terkait dengan perjanjian kerjasama antara
Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam,
Bintan dan Karimun.
Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data kepustakaan.

Bahan hukum ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat, yang terdiri dari:

1) Charter of the United Nations tahun 1945.

2) Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969.

3) Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and
The Government of the Republic of Singapore on the Economic
Cooperation in the Framework of the Development of Batam tahun

1974.
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6)

7)
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1980 tentang
Mengesahkan “Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Ekonomi dalam
Rangka Pengembangan Batam”.

Framework Agreement on Economic Cooperation Between the
Government of the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Singapore tahun 2006.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau
Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang

Kawasan Ekonomi Khusus

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memiliki

kaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menjelaskan bahan hukum

primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian, jurisprudensi, doktrin, artikel-

artikel hukum, dan bahan lainnya yang memiliki kaitan dengan perjanjian
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kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus
di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain literatur-literatur,
karya-karya ilmiah, skripsi, disertasi, bahan seminar, kamus, ensiklopedia,
tabel indeks, dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum
yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan

(library research). Penulis melakukan penelitian ini dengan studi dokumen secara

normatif-kualitatif, normatif didasarkan atas penemuan asas-asas hukum,

kualitatif dengan cara mempelajari peraturan, literatur dan artikel yang
berhubungan dengan perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait

Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

5. Analisis Bahan Hukum
Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode
yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena di lapangan. Penelitian
deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci,
mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan belajar dari
pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang
akan datang. Metode penelitian kualitatif adalah metode menyelidiki objek yang

tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode
deduktif. Metode ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum
yang kebenarannya sudah diketahuan dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat

lebih khusus.??

22 Mannase Malo, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Karunika, 1985, him. 11.
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